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KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI 

DAERAH KABUPATEN BADUNG   

ABSTRAK 

I GUSTI AGUNG PUSPA DEWI 

 

Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan 

memaksimalkan potensi daerah yang tersedia salah satunya lewat pajak daerah 

yang merupakan kontribusi penting yang bersifat wajib kepada daerah. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi yang dapat 

di sumbangkan oleh masing-masing pajak daerah dalam meningkatkan PAD 

Kabupaten Badung. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif 

dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa tingkat kontribusi pajak daerah terhadap peningkatan PAD 

sudah cukup baik dengan tingkat kontribusi terbesar dari pajak hotel sebesar 

33,50% diikuti pajak BPHTB sebesar 15,14%, pajak restoran sebesar 11,45%, pajak 

reklame sebesar 0,0466%, pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 

0,55272%, pajak parkir sebesar 0,49%, pajak hiburan sebesar 1,50%, pajak air 

tanah sebesar 1,44%, pajak penerangan jalan sebesar 3,75% dan yang PBB-P2 

sebesar 5,64%.  
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REGIONAL TAX CONTRIBUTION TO BADUNG 

REGENCY'S GENUINE INCOME 

ABSTRACT 

I GUSTI AGUNG PUSPA DEWI 

 

The government is expected to be able to increase Local Own Revenue by 

optimaizing the available regional potential, one of which is through regional taxes 

which are an important mandatory contribution to the region. The purpose of this 

study was to find out how much the level of contribution that can be contributed by 

each regional tax in increasing the PAD of Badung Regency. The analysis was 

carried out using a quantitative descriptive method with data collection methods, 

namely interviews and documentation. The results of the analysis show that the 

level of contribution of local tax collection to the increase in PAD is quite good 

with the largest contribution rate from hotel tax of 33.50% followed by BPHTB tax 

of 15.14%, restaurant tax of 11.45%, advertisement tax of 0.0466 %, non-metallic 

mineral and rock tax of 0.55272%, parking tax of 0.49%, entertainment tax of 

1.50%, groundwater tax of 1.44%, street lighting tax of 3.75% and the PBB -P2 of 

5.64%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dimaksudkan 

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Otonomi 

daerah telah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Daerah juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan 

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan 

kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan telah 

mengalami perubahan kedua dengan lahirnya Undang-Undang No. 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah.  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan 

yang dimiliki oleh daerah. PAD berasal dari berbagai komponen seperti pajak 

daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD 

diharapkan dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat dihandalkan 

dalam penyelengaraan otonomi daerah.  
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Undang-Undang (UU) No 33 tahun 2004 Pasal 1 angka 18 menjelaskan 

bahwa yang di maksud dengan pendapatan asli daerah (PAD) adalah 

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan perwujudan 

dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. 

Melalui PAD pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai 

pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. Tidak semua daerah 

memiliki pendapatan dan belanja daerah yang sama besar dan setara nilainya, 

karena sumber daya alam dan sumber daya manusianya yang dimiliki berbeda. 

PAD Kabupaten Badung tidak sama besarnya dengan kabupaten lain di Bali. 

Karena sumber daya alam dan sumber daya manusianya yang berbeda. 

Tabel 1. 1 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 - 2021 

Kabupaten/

Kota 

2018 

(Rp) 

2019 

(Rp) 

2020 

(Rp) 

2021 

(Rp) 

Jembrana 126.477.267 133.698.784 148.045.103 185.004.035 

Tabanan 363.370.469 354.558.239 313.042.530 362.314.631 

Badung 4.555.716.407 4.835.188.460 2.116.974.302 1.750.345.226 

Gianyar 770.204.849 997.478.368 545.869.873 430.172.109 

Klungkung 186.974.284 225.063.772 220.893.875 254.494.496 

Bangli 122.686.254 127.040.436 104.325.150 163.537.096 

Karangasem 200.361.247 233.013.033 219.176.733 252.688.747 

Buleleng 335.555.494 365.595.301 318.986.891 391.988.445 

Denpasar 940.110.335 1.010.779.481 731.261.281 792.362.414 

Sumber : BPS Provinsi Bali (data sekunder diolah) 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Kabupaten Badung memberikan 

sumbangan PAD tertinggi di Provinsi Bali. Adapun sumber Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten Badung adalah:  

 

 



3 

 

 

 

1. Pendapatan Pajak Daerah 

Pendapatan pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak 

hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air 

tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan Bangunan, 

bea perolehan hak atas dan bangunan.  

2. Hasil Retribusi Daerah  

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah 

PAD itu sendiri seharusnya mencapai angka yang telah ditargetkan, 

namun kenyataannya realisasi tidak mencapai target . Hal ini juga terjadi di 

Kabupaten Badung seperti yang terlihat pada tabel 1.1 berikut: 

Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2018-2022 
TAHUN TARGET REALISASI SELISIH 

2018 5.942.998.856.609 3.873.197.434.888 (2.069.801.421.720) 

2019 4.652.882.190.823 4.217.319.393.186 (435.562.797.637) 

2020 2.200.196.693.545 1.613.756.122.745 (586.440.570.800) 

2021 1.551.126.373.370 1.278.719.795.702 (272.406.577.668) 

2022 2.645.950.394.896 3.210.787.366.139 564.836.971.243 

Sumber : Data Sekunder diolah Bapenda Kabupaten Badung 

Tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa, pada tahun 2018 sampai 2021 

realisasi pajak daerah tidak mencapai target yang telah ditentukan. Tetapi tahun 

2022 realisasi pajak daerah mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 

2018 selisih antara target dan realisasi cukup besar. Kemudian pada tahun 2019 

sampai 2022 selisih tersebut mulai mengalami sedikit penurunan. Hal ini tentu 

akan berdampak langsung terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Badung. 

Penurunan dan peningkatan pada pendapatan realisasi pajak daerah Kabupaten 

Badung ditentukan oleh tingkat partisipasi wajib pajak daerah yang rendah. 
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Partisipasi wajib pajak akan sangat menentukan angka pendapatan asli daerah 

Kabupaten Badung. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, rumusan 

masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah:  

1.2.1 Bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah 

Kabupaten Badung dari tahun 2018-2022? 

1.2.2 Faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak optimalnya realisasi pajak 

daerah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berlandaskan rumusan masalah yang disebutkan di atas, adapun tujuan 

dari penelitian ini, yaitu: 

1.3.1 Untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli 

daerah Kabupaten Badung  dari tahun 2018-2022. 

1.3.2 Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak optimalnya 

realisasi pajak daerah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sesuai kaitannya dengan 

judul yang diteliti dan dapat memberi dampak sebagai berikut : 

1.4.1 Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan penulis mengenai Kontribusi Pajak Daerah Terhadap 
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Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung yang merupakan wujud 

aplikasi ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan.  

1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Bali   

Manfaat yang diperoleh bagi Politeknik Negeri Bali melalui 

adanya penelitian ini yaitu sebagai bahan perbandingan pada penelitian 

selanjutnya  dengan objek penelitian sejenis dikemudian hari. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta literatur yang 

ada di Politeknik Negeri Bali. 

1.4.3 Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung 

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung khususnya Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Badung penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Badung 

dalam memaksimalkan penerimaan pajak daerah dan menentukan 

kebijakan dalam pemungutan pajak daerah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Kontribusi pemungutan pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli 

daerah Kabupaten Badung tahun 2018-2022 secara keseluruhan sudah 

berkontribusi sangat baik namun jika dilihat pada tingkat kontribusi masing-

masing pos pajak daerah masih ada yang masuk dalam kategori kurang dan 

sangat kurang. Rata-rata kontribusi tertinggi selama lima tahun terakhir oleh 

pajak hotel sebesar 33,50% dengan kriteria cukup baik, terdapat dua pos 

pajak daerah yang tingkat kontribusinya tergolong kurang yaitu pajak bea 

perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 15,14% dan pajak 

restoran sebesar 11,45% serta terdapat tingkat kontribusi pemungutan pajak 

yang kurang dari 10% dan termasuk ke dalam kategori kontribusi sangat 

kurang yaitu pajak reklame sebesar 0,0466%, pajak mineral bukan logam 

dan batuan sebesar 0,055272%, pajak parkir sebesar 0,49%, pajak hiburan 

sebesar 1,50%, pajak air tanah sebesar 1,44%, pajak penerangan jalan 

sebesar 3,75% dan yang terakhir pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 

perkotaan (PBB-P2) sebesar 5,64%. Dengan ini dapat dikatakan seluruh 

pemungutan pos pajak daerah belum berkontribusi dengan baik dalam 

meningkatkan PAD meskipun terdapat satu pos pajak daerah yaitu pajak
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hotel yang berkontribusi cukup baik namun sebagian besar pos pajak daerah 

lainnya masih dalam kategori kontribusi sangat kurang sehingga pemerintah 

daerah Kabupaten Badung harus lebih berupaya untuk meningkatkan 

pendapatan pajak daerahnya. 

2. Faktor yang menyebabkan tidak optimalnya kontribusi pajak daerah terhadap 

PAD yaitu masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan 

teknis di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, belum sempurnanya 

database pajak daerah yang dapat dipergunakan sebagai sumber dalam 

perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, kurangnya kesadaran 

wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan daerah, kurangnya 

pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan dibidang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, disarankan kepada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Badung khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung 

agar mengoptimalkan pengelolaan potensi-potensi pajak daerah yang berada di 

Kabupaten Badung, mengukur kemampuan pajak daerah yang dapat digali di 

Kabupaten Badung secara akurat, sehingga dapat menentukan target pajak 

daerah tidak melebihi dari kemampuan penerimaan pajak daerah, karena hal 

tersebut dapat berimbas terhadap tidak efektifnya pemungutan pajak daerah. 

Berikut ini beberapa upaya yang masih perlu dilakukan oleh pemerintah 

Kabupaten Badung dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah agar 



50 

 

 

 

terhindar dari realisasi penerimaan pajak daerah yang tidak mampu mencapai 

target dan sebagai upaya dalam meningkatkan kontribusi terhadap peningkatan 

pendapatan asli daerah:  

1. Meningkatkan kinerja khususnya pada bagian pemungut pajak daerah 

sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah. 

2. Melakukan analisis potensi secara terperinci terhadap pajak daerah sehingga 

dapat memberikan gambaran pada penentuan target tahun selanjutnya. 

3. Meningkatkan kinerja pelayanan oleh petugas saat menerima pembayaran 

pajak daerah ataupun pada saat melakukan pemungutan atas pajak daerah 

sehingga wajib pajak merasa nyaman dan mudah dalam melakukan 

pelaporan dan pembayaran pajak daerah.  

4. Memberikan tindakan tegas berupa sanksi kepada wajib pajak yang tidak 

membayar atau telat dalam melakukan pembayaran pajak daerah sehingga 

berimbas terhadap kecilnya penerimaan pajak daerah.  

5. Memberikan penyuluhan kepada wajib pajak mengenai pentingnya 

membayar pajak dan dengan membayar pajak daerah maka ikut serta dalam 

pembangunan daerah.  

6. Mengupayakan adanya pembentukan kebijakan-kebijakan baru yang dapat 

meningkatkan penerimaan pajak daerah tanpa memberatkan wajib pajak. 
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